
GUBERNUR LAMPUNG 
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 

NOMOR10TAHUN 2015
 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI DI DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR LAMPUNG, 

Menimbang a.	 bahwa informasi te1ah menjadi kebutuhan pokok bagi 
masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta 
memberikan kontribusi dari berbagai bidang baik sosial, budaya, 
politik, pendidikan dan hukum; 

b.	 bahwa penyelenggaraan penyiaran te1evisi di daerah merupakan 
media komunikasi dan informasi yang menyediakan berbagai isi 
pesan da!am bentuk audio visual gerak dan memiliki 
kemampuan dalam mengembangkan pribadi manusia dan 
lingkungan sosialnya; 

c.	 bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran, penyelenggaraan penyiaran televisi di daerah 
harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku serta memperhatikan nilai-nilai kearifan 
lokal yang ada; 

d.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Jasa Penyiaran 
Televisi; 

Mengingat 1.	 Pasa! 8 ayat ( 6) Undang - UndangDasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1964 Nornor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2688); 

3.	 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3877); 

4.	 Undang Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
43881); 
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5.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 

6.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang 
Penye1enggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang 
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik TVRI 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487); 

10.	 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang 
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568); 

11.	 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang 
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568); 

12.	 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang 
Penyelenggaraan Penyiaran Lernbaga Penyiaran Berlangganan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568); 

13.	 Peraturan Menteri Komunikasi Informatika No 43 Tahun 2009 
tentang Penye1enggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun 
Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran 
Te1evisi. 

14.	 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik 
Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Rencana Dasar 
Teknik Penyiaran; 

15.	 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik 
Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pcnyclcnggoxt>.an 
Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terestrial; 

16.	 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 
01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran; 

19.	 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 
02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran; 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG 

daD 

GUBERNUR LAMPUNG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:	 PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 
PENYIARAN TELEVISI DI DAERAH 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1.	 Daerah adalah Provinsi Lampung. 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Gubernurdan Perangkat Daerah 
sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3.	 DPRD adalah DPRD Provinsi Lampung 

4.	 Gubernur adalah Gubernur Lampung. 

5.	 Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui 
sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut 
atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi 
radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat 
diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat 
dengan perangkat penerima siaran. 

6.	 Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar 
pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam 
bentuk suara dan gambarsecara umum, baik terbuka maupun 
tertutup, berupa progran teratur dan berkesinambungan 

7.	 Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik 
lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga 
penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan 
yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung 
jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

8.	 Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh 
negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan 
penyiaran. 

9.	 KomisiPenyiaran Indonesia Daerah selanjutnyadisebut KPID 
adalah KPID Provinsi Lampung. 

10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, 
gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk gratis, 
karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat 
diterima melalui perangkat penerima siaran. 
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11.	 lsi Siaran adalah se1uruh materi pesan dan materi rangkaian pesan 

dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar yang berbentuk grafis, 
karakter baik yang bersifat interaktif atau tidak yang dapatditerima melalui 
perangkat penerima siaran berdasarkan azas, tujuan dan arah penyiaran. 

12.	 Sistem Stasiun Jaringan adalah tata kerja yang mengatur re1ai siaran secara 
tetap antar lembaga penyiaran. 

13.	 Stasiun Penyiaran adalah tempat di mana program acara diproduksij diolah 
untuk dipancarluaskan melalui sarana pemancaran danlatau sarana 
transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan sprektrum 
frekuensi radio melalui udara, kabel, danj'atau media lainnya untuk dapat 
diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat 
penerima siaran. 

14.	 Stasiun Penyiaran Lokal adalah stasiun yang didirikan dilokasi tertentu 
dengan wilayah jangkauan terbatas dan memiliki studio dan pemancar sendiri. 

15.	 Wilayah Jangkauan Siaran adalah wilayah layanan siaran sesuai denganizin 
yang diberikan, yang dalam wilayah tersebut dijamin bahwa sinyaldapat 
diterima dengan baik dan bebas dari gangguan atau interferensisinyal 
frekuensi radio lainnya. 

16.	 Sa1uran Berlangganan adalah spektrum frekuensi elektromagnetik yang 
disalurkan melalui kabel danl atau spektrum frekuensi yang digunakan dalarn 
suatu sistem penyiaran berlangganan sehingga dapat menyediakan suatu 
program siaran berlangganan. 

17.	 Pelanggan adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa 
Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan cara membayar iuran/cara lain yang 
disepakati. 

18.	 Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang 
dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa 
tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya 
alam terbatas. 

19.	 Penyiaran Multiplexing adalah adalah penyiaran dengan transmisi 2 (dual 
program atau lebih pada 1 (satu) saluran pada saat yang bersamaan. 

BAB II 

TUJUAN 

Pasa13 

Jasa Penyiaran Televisi bertujuan untuk: 

a.	 mewujudkan penye1enggaraan penyiaran di derah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangan yang berlaku 

b.	 rneningkatkan rasa persatuan dan kesatuan tmttrk mewujudkan ketahanan 
sosial dan citra positif daerah 

c.	 mempromosikan potensi sosial, budaya, pariwisata untuk meningkatkan 
ekonomi daerah 

d.	 melindungi masyarakat dari program siaran yang bertentangan dengan norma
norma sosial dan kearifan lokal. 
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BAB III
 

JASA PENYIARAN TELEVISI
 

Bagian Kesatu
 

Umum
 

Pasa13 

Jasa Penyiaran Televisi diselenggarakan oleh: 
a. Lembaga Penyiaran Publik; 

b. Lembaga Penyiaran Swasta; 

c. Lembaga Penyiaran Berlangganan; 

d. Lembaga Penyiaran Komunitas; 

e. Lembaga Penyiaran Digital 

Bagian Kedua 

Penyiaran Televisi oleh Lembaga Penyiaran Publik 

Palla14 

(I)	 Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan Jasa Penyiaran Televisi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Televisi Republik 
Indonesia (TVRI). 

(2)	 Selain Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pemerintah Provinsi, Kabupaterr/Kota dapat membentuk Lembaga Penyiaran 
Lokal guna menye1enggarakan Jasa Penyiaran Televisi. 

(3)	 Lembaga Penyiaran Publik Lokal guna menyelenggarakan Jasa Penyiaran 
Televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Ketiga 

renyiarau Tclevisi oleh Lembaga Penyianw Swasta -.
 
PasalS 

(1) J~sa PenYiar~ Televisi oleh Lembaga Penyiaran Swasta diselenggarakan melalui 
sistern terestrial dan/atau melalui sistem satelit. 

(2)	 Penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial meliputi: 
a.	 Penyiaran televisi secara analog dan digital; dan 

b.	 Penyiaran multipleksing. 

(3)	 Penyelenggaraan penyiaran melaIui sistem satelit meliputi: 
a.	 Penyiaran televisi secara analog atau digital; dan . 
b.	 Penyiaran rnultipleksing. 

Pasal6 

(1)	 Dalam menyelengg~akanJasa Penyiaran Televisi, Lembaga Penyiaran Swasta 
dapat membentuk sistem stasiun jaringan yang terdiri atas Lembaga Penyiaran 
Swasta induk dan Lembaga Penyiaran Swasta anggota s18' " 

srun janngan. 
(2)	 Lembaga Penyiaran Swasta induk stasiun jarin an 

Penyiaran Swa<3ta. yang bertindak sebagai koordina~or =~~ Lem.bag~ 
oleh Lembaga Penyiaran Swasta anggota tasi " y g annya direla] 
. .	 s srun Janngan daIam srstem stasiunJarmgan. 
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(3)	 Lembaga Penyiaran Swasta anggota stasiun jaringan merupakan Lembaga 
Penyiaran Swasta yang tergabung dalam sistem stasiun jaringan yang 
melakukan relai siaran pada waktu-waktu tertentu dari Lembaga Penyiaran 
Swasta induk stasiun jaringan. 

Pasal7 

(1)	 Oalam sistem stasiun jaringan, setiap stasiun penyiaran lokal wajib memuat 
program siaran lokal dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) 
dari selurun waktu siaran berjaringan per hari. 

(2)	 Program siaran lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas paling sedikit 
30% (tiga puluh perseratus) diantaranya wajib ditayang serentak pada pukul 
17.00 - 18.00 wib dengan sisanya dapat ditayangkan antara pukul 05.00 
22.00 wib. 

(3)	 Berdasarkan perkembangan kemampuan daerah dan lembaga penyiaran swasta 
harus memuat siaran lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) secara bertahap 
naik menjadi paling sedikit 50% (lima puluh perseratus] dari seluruh waktu 

~ siaran per hari. 

(4)	 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan selama 6 
tahun dengan ketentuan dilakukan secara bertahap manaikkan konten lokal 
sebanyak 25 % selama 3 tahun pertama dan 25 % selanjutnya selama 3 tahun 
berikutnya. 

Pasal8 

(1)	 Siaran lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
adalah siaran dengan muatan lokal pada daerah setempat sesuai dengan 
wilayah layanan siaran dari masing-rnasing lembaga siaran jaringan, 

(2)	 Siaran lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan siaran muatan lokal 
dengan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria: 

a.	 disiarkan oleh stasiun anggota di masing-masing wilayah layanan di Provinsi 
Lampung; 

b.	 proses produksi siaran dilakukan di Provinsi Lampung; 

c.	 proses penyelenggaraan siaran lokal baik teknis maupun non teknis 
mengutamakan Sumber Oaya Manusia (SOM) di Provinsi Lampung; 

d.	 format siaran lokal harus memperhatikan keragaman isi siaran dengan 
mengutamakan kepentingan masyarakat dan dalam rangka peningkatan 
pembangunan daerah. 

e.	 keragaman isi siaran sebagaimana dimaksud huruf d meliputi aspek: 
informasi daerah, seni dan budaya, pariwisata, pendidikan, pembangunan di 
daerah, Bahasa Lampung dan hiburan yang sehat. 

Pasal9 

(1)	 Lembaga Penyiaran Swasta penye\enggara penyiaran melalui sistem stasiun 
jaringan wajib memiliki kantor penyiaran daerah yang berkedudukan disetiap 
wilayah layanan siaran. 

(2)	 Kantor penyiaran daerah yang akan melakukan kegiatan penyiaran harus 
memperoleh izin dari pemerintah daerah dan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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(3)	 Kantor penyiaran daerah wajib memiliki studio siaran dalam memproduksi 
siaran loka!. 

(4)	 Kantor penyiaran daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang
kurangnya memiliki susunan organisasi yang melibatkan Sumber Daya 
Manusia (SOM) dengan tugas sebagai berikut: 

a.	 Penanggung Jawab atau Kepala biro 

b.	 Produser 

c.	 Reporter 

d.	 Kameraman 

e.	 Editor 

f.	 Teknisi 

(5)	 Susunan organisasi sebagaimana pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
d, huruf e, dan huruf f di bawah tanggung jawab orang yang berbeda. 

PasallO 

Stasiun Penyiaran Lokal Tidak Berjaringan 

(1)	 Stasiun penyiaran lokal tidak berjaringan dengan format siaran umum 
sekurang-kurangnya memiliki program siaran lokal yang memuat aspek 
keagamaan, pendidikan, seni dan budaya, pariwisata, politik, hukum, 
pemerintahan lokal, bahasa Larnpurig dan hiburan yang sehat. 

(2)	 Stasiun penyiaran lokal tidak berjaringan dengan format siaran khusus dapat 
menjalankan siarannya dengan tetap memperhatikan konten Iokal dan kearifan 
loka!. 

Bagian Keempat 

Penyiaran Televisi oleh Lembaga Penyiaran Komunitas 

Pasal11 

(1)	 Lembaga Penyiaran Kornunitas dalam menyelenggarakan Jasa Penyiaran 
-~	 Televisi hanya melayani komunitas pada cakupan wilayah siaran yang meliputi 

wilayah di tempat kedudukan lernbaga penyiaran yang bersangkutan dan 
sekitarnya. 

(2)	 Pemerintah daerah dapat mendorong terbentuknya Lembaga Penyiaran 
Komunitas televisi pendidikan, seni budaya dan komunitas masyarakat lainnya 
dengan melakukan pembinaan serta mendukung proses perizinan sesuai 
dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. 

Pasal12 

Lembaga Penyiaran Komunitas hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran 
dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran. 

Pasall3 

(1)	 lsi siaran Lembaga Penyiaran Komunitasi wajib memuat paling sedikit 80% 
(delapan puluh perseratus) mata acara yang bersumber dari materi lokal dan 
memenuhi kebutuhan informasi bagi komunitasnya. 

(2) lsi siaran Lembaga Penyiaran Komunitas wajib menjaga netralitasnya dan tidak 
boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. 
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Pasal14 

Setiap alat dan perangkat penyiaran yang digunakan atau dioperasikan untuk 
keperluan penyelenggaraan penyiaran wajib melindungi masyarakat dari 
kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat pemakaian alat dan perangkat. 

Baglan Kelima 

Penyiaran Televisi oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan 

Pasal15 

Penyelenggaraan Jasa Penyiaran Televisi oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan 
terdiri dari: 

a. Penyelenggaraan Jasa Penyiaran Televisi oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan 
melalui satelit; 

b. Penyelenggaraan Jasa Penyiaran Televisi oleh Lernbaga Penyiaran Berlangganan 
melalui kabel; dan 

c. Penyelenggaraan Jasa Penyiaran Televisi oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan 
melalui terestrial. 

Pasal16 

(1)	 Lembaga penyiaran berlangganan wajib melaporkan jumlah pelanggan, tarif, 
saluran berlangganan kepada KPID setiap 6 bulan. 

(2)	 Prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan 
KPID. 

Pasal17 

(1)	 Lembaga penyiaran berlangganan wajib menyalurkan program siaran yang 
berasal dari TVRI yang berada di wilayah layanan Provinsi Lampung. 

(2)	 Lembaga penyiaran berlangganan wajib menyalurkan minimum 1 program 
siaran lokal yang berasal dari stasiun penyiaran lokal tidak berjaringan. 

Pasal18 

(1)	 Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib menyediakan kantor pusat danjatau 
kantor perwakilan di daerah. 

(2)	 Kantor pusat danjatau kantor perwakilan berfungsi sebagai kegiatan 
operasional penyiaran berlangganan dan pengaduan di daerah. 

(3)	 Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib melaporkan kepada KPID jika kantor 
pusat danjatau kantor perwakilan pindah alamat paling larnbat 1 bulan setelah 
kepindahan. 

Pasa119 

Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib memiliki Standar Operasional Prosedur 
dalam menyelesaikan keluhan yang disampaikan oleh Pelanggan. 
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Pasal20 

(1)	 lsi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program 
Siaran yang dibuat dan ditetapkan oleh KPI khusus untuk lembaga penyiaran 
berlangganan. 

(2)	 Melakukan sensor internal terhadap semua isl siaran yang akan disiarkan 
dan/ atau disalurkan, 

Pasa121 

Lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel sebagaimana dalam Pasal 15 huruf 
b dapat memiliki wilayah layanan dengan ketentuan sebagi berikut: 

(1) Memiliki	 jangkauan siaran yang rneliputi satu daerah layanan sesuai dengan 
izin yang diberikan; 

(2)	 Daerah layanan siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya mencakup 
satu wilayah layanan dan dijamin bahwa sinyal dapat diterima dengan baik dan 
bebas gangguan. 

(3)	 Lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel dapat me1akukan 
pengembangan jangkuan wilayah siaran lintas wilayah layanan sete1ah 
mendapatkan persetujuan dari menteri. 

(4)	 Lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel yang akan melakukan 
pengembangan jangkauan wilayah siaran wajib melaporkan kepada KPID. 

Pasal22 

(1)	 Jangkauan wilayah siaran lembaga penyiaran berlangganan melalui terestrial 
harus sesuai dengan masterplan dan ketersediaan alokasi frekuensi. 

(2)	 Lembaga penyiaran berlangganan melalui terestrial dapat melakukan 
pengembangan jangkauan wilayah siarannya diluar jangkauan siaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan perundang
undangan yang berlaku. 

BABIV 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Bagian Kesatu 

Pengawasan 

Pasa123 

(1)	 Setiap orang merniliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan 
serta mengembangkan dan mengawasi penyelenggaraan penyiaran jasa 
penyiaran televisi di Provinsi Lampung. 

(2)	 Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan 
kalangan pendidikan, dan pihak lainnya dapat mengembangkan kegiatan 
literasi dan/ atau pemantauan lembaga penyiaran jasa penyiaran televisi di 
Provinsi Lampung. 
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Pasal24 

(1) KPID	 mengawasi kepatuhan atas ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran serta menetapkan sanksi administratif terhadap 
pelanggaran ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program 
Siaran. 

(2)	 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar 
Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI Pusat dan Zatau Pedoman Perilaku 
Penyiaran dan Standar Program Siaran Lokal yang ditetapkan oleh KPID. 

(3)	 Dalam rangka pengawasan program siaran yang disiarkan oleh lembaga 
penyiaran berlangganan, setyiap lembaga penyiaran berlangganan wajib 
memasang satu (1) kanal (channel) di kantor KPID. 

Pasal25 

(1)	 Dalam meningkatan kinerja KPID dalam bidang pengawasan dan bidang 
lainnya, KPID dapat dibantu tenaga ahli, 

(2)	 Tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas harus memenuhi syarat
syarat dan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang, 

(3)	 Sumber pembiayaan Tenaga Ahli berasal dari APBD. 

Pasal26 

KPID berkoordinasi dan mendorong lembaga terkait untuk menindak dan 
menertibkan pengguna kanal danlatau frekuensi yang tidak berizin. 

Bagian Kedua 

Pengaduan 

Pasal27 

(1)	 Setiap orang danj atau kelompok masyarakat dapat mengajukan keberatan 
terhadap program dan/atau isi siaran dan kegiatan penyiaran Iainnya yang 
merugikan. 

(2)	 Keberatan dapat diajukan dalam bentuk pengaduan ke KPID. 

(3)	 KPID menampung, meneliti, dan menindaklanjuti setiap pengaduan, 
sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan 
penyiaran jasa penyiaran televisi di Provinsi Lampung. 

(4)	 Standar operasional prosedur pengaduan masyarakat disusun dan ditetapkan 
oleh KPID. 

BABV 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal28 

(1)	 Sanksi administrasi yang diberikan oleh KPID kepada penyelenggara jasa 
penyiaran televisi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dengan penambahan sanksi administrasi berupa: 
a.	 pencabutan dan/atau pembatalan rekomendasi kelayakan oleh KPID 

kepada lembaga penyiaran; dan 

b.	 tidak memberikan rekomendasi kelayakan perpanjangan izin 
Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) oleh KPID kepada lembaga penyiaran. 
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(2)	 Setiap penyelenggara jasa penyiaran televisiyang tidak mengindahkan sanksi 
administrasi yang diberikan oleh KPID sebagaimana pada ayat (1) dikenakan 
sanksi administrasi oleh Pemerintah Daerah berupa pencabutan rekomendasi 
kelengkapan data administrasi dan data teknis permohonan izin 
penyelenggaraan televisi dan sanksi administrasi yang diberikan oleh 
Pemerintah Kabupaterr/Kota berupa pencabutan izin pembangunan studio dan 
stasiun pernancar televisi. 

(3)	 Sanksi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kobupaterr/Kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas rekomendasi KPID. 

(4)	 Pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi: 

a.	 Pencabutan Izin Gangguan (HO); 

b.	 Pencabutan Surat Izin Tempat Usaha (SITU); 

c.	 Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (1MB) tower/rnenara; 

d. Pencabutan 1MB bangunan; dan 

e. Pencabutan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi oleh 
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Gubernur. 

(6)	 Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan 
Bupati/Walikota. 

BABVI
 

KETENTUAN PIDANA
 

Pasa129
 

Lembaga penyiaran yang melakukan tindak pidana akan dipidana sesuai sesuai 
dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasa130 

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka: 

a.	 Penyelenggaraan Jasa Penyiaran Te1evisi yang sudah beroperasi sebelum 
ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan 
Peraturan Daerah ini, 

b.	 Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun 
seteIah ditetapkannya Peraturan Daerah ini. 

c.	 Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota yang mengatur hal sarna dan telah ada 
sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan 
ketentuan Peraturan Daerah ini. 

d.	 Ketentuan lebih lanjut secara teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah 
ini diatur dalam Peraturan Gubernur paling lama 6 (enam) bulan sejak 
Peraturan Daerah ini diundangkan. 
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BAB VIII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal31 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal ., -Deseml:Jer -2015 

GUBERNUR LAMPUNG. 

M. RI 

Diundangkan di Telukbetung 
pada tanggal 7 - Desember 2015 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, 

I,. /lRINLAlDI
Pembina Utama 

NIP 195606171985031005 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (10/2015) 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR . 
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DAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa131 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal ? - Desember-20l5 

GUDERNUR LAMPUNG, 

Diundangkan di Telukbetung 
pada tanggal 7 - Desember 2015 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, 

..
 

Ir. ARINAL DJUNAIDI
 
Pembina Utama
 

NIP 195606171985031 005 

NOMOR REGISTER PERATURAN D.A.ERAH PROVlN~n LAMPUNG (lO/'lOlS) 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR . 
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BAB VIII
 

KETENTUANPENUTUP
 

Pasal31 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 7 - Desember-2015 

GUBERNUR LAMPUNG, 

M. RI 

Diundangkan di Telukbetung 
pada tanggal 7 - Desember 2015 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, 

Ir. ARINAL DJUNAIDI 
Pembina Utama 

NIP 19560617 198503 1 005 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (10/20151 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNO TAliUN 2015 NOMOR . 
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b. Penye1enggaraan penyiaran te1evisi di daerah harus mencerminkan keadilan 
dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban 
masyarakat, pemerintah, lembaga penyiaran, termasuk hak asasi setiap 
individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak 
individuJ orang lain; 

c. Pengaturan penyelenggaraan penyiaran di daerah akan lebih 
memberdayakan peran serta masyarakat untuk melakukan kontrol sosial 
dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional dan daerah, 
melalui optimalisasi tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia 
Daerah (KPID Lampung); 

d. pengembangan penye1enggaraan penyiaran televisi di daerah diarahkan 
pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, 
dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk 
meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai 
budaya asing. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup Jelas. 

Pasal2 
Cukup Jelas. 

Pasal3 
Cukup Jelas. 

Pasal4 
Cukup Jelas. 

Pasal5 
Cukup Jelas. 

Pasal6 
Cukup Jelas. 

Pasal7 
Cukup Jelas. 

Pasal8 
Cukup Jelas. 

Pasal9 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Studio merupakan pusat tempat untuk memproduksi dan menyuplai 
program siaran lokal. Studio televisi setidaknya didukung oleh 
peralatan seperti kamera, komputer editing, clip on, audio recorder dan 
audio mixer dan perangkat lainnya yang mendukung produksi. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 
Ayat (5) 

Cukup Jelas. 
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PasallO 

Cukup Jelas. 

Pasalll 
Cukup Jelas. 

Pasall2 
Cukup Jelas. 

Pasa113 
Cukup Jelas. 

Pasall4 
Cukup Jelas. 

Pasa115 
Cukup Jelas. 

Pasa116 
Cukup Jelas. 

Pasall7 
Cukup Jelas, 

Pasa118 
Ayat (I) 

Kantor pusat diperuntukkan kepada lembaga penyiaran berlangganan 
melalui kabel dan terestrial dan kantor perwakilan diperuntukkan 
kepada lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 
Pasall9 

Cukup Jelas. 

Pasal20 
Cukup Jelas. 

Pasal21 
Cukup Jelas. 

Pasa122 
Cukup Jelas. 

Pasal23 
Cukup Jelas. 

Pasal24 
Cukup Jelas. 

Pasal25 
Cukup Jelas. 

Pasal26 
Cukup Jelas. 

Pasal27 
Cukup Jelas. 
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Pasal28 

Cukup Jelas. 
Pasal 29 

Cukup Jelas. 

Pasal30 
Cukup Jelas. 

Pasal31 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR .
 



- 13 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 
NOMOR 10 TAHUN 2015
 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI DI DAERAH 

I.	 UMUM 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 
2002 tentang Penyiaran, dinyatakan bahwa kemerdekaan menyatakan 
pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi adalah merupakan hak 
asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara 
yang demokratis. Dengan dernikian, kernerdekaan atau kebebasan dalam 
melaksanakan penyiaran harus sepenuhnya dijamin oleh negara. Dalam kaitan 
ini maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut dan harus seiring dan sejalan 
dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Maka posisi 
penyelenggaraan penyiaran di Indonesia harus bermanfaat bagi upaya bangsa 
Indonesia dalam memeperkukuh utegrasi nasional, terbinanya watak dan jati 
diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
rnemajukan kesejahteraan urnum, dalam rangka membangun masyarakat yang 
mandiri, demokratis, adi dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran 
Indonesia. 

Peranan lembaga penyiaran jasa penyiaran teIevisi sebagai media 
komunikasi massa penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum makin 
sangat strategis terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di Indonesia. 
Dalam konsideran Undang-Undang 32 Tahun 2002 butir d ditegaskan bahwa 
lembaga merupakan media komunikasi massa yang mempunya peranan penting 
dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan 
tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, 
pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Diantara Iembaga 
penyiaran yang sangat popuIer dan dominan dijadikan sumber informasi dan 
komunikasi masyarakat adalah jasa penyiaran televisi. Penyiaran televisi 
merupakan media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan 
gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambarsecara umum, baik 
terbuka maupun tertutup, berupa program teratur dan berkesinarnbungan. 

Di samping hal tersebut di atas, peran serta masyarakat dalam 
menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan,khususnya di 
bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum 
penyelenggaraan penyiaran yang berlaku secara universal, untuk ituIah 
pengaturan terhadap penyelenggaraan jasa penyiaran televisi, dilandasi oleh 
sebuah pemikiran, sebagai berikut: 

a.	 PenyeIenggaraan penyiaran televisis di daerah harus marnpu rnenjamin dan 
melindungikemerdekaanmenyarnpaikanpendapatdanmemperolehinformasim 
elaluipenyiaransebagaiperwujudanhakasasimanusiadalamkehidupanbermas 
yarakat,berbangsadanbernegara, dilaksanakansecarabertanggungjawab, 
selarasdanseimbangantarakebebasandankesetaraanmenggunakanhakberdas 
arkanPancasiiadanUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 


